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ABSTRACT

RESPONSIBILITIES OF THE LAND DEED OFFICE
ABSTRACT

IN READING THE LAND RIGHTS BUYING SALE ACT
(CASE STUDY OF DECISION No.16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

The official making the land deed is obliged to read the deed in front of the parties
and witnesses because if it is not implemented, a dispute may occur which will be
submitted by the parties to the Court. However, in reality it is still found that the
PPAT does not read the deed before the parties. The purpose of this study is to
analyze the legal consequences of the PPAT's deed not being read by the PPAT in
front of the appearers and to analyze the PPAT's responsibility for the deed which
is not read out before the parties based on Decision No.16/ Pdt.G/2015/PN.Krg.
This research method is a normative research method and is supported by data from
literature studies in the form of literature, books, journals, laws and regulations,
scientific works and other reading sources. The results of this study indicate that
the legal consequence of the PPAT deed that was signed not in the presence of the
appearers was that the PPAT deed was degraded into an underhanded deed, because
it contained formal legal defects, namely not in accordance with the procedures and
procedures for making authentic deed. Responsibilities of the PPAT who violate
the decision can be subject to sanctions administratively, civilly, or criminally

Keywords: PPAT Responsibilities, Obligation to Read Deeds, Selling
Buy Land Rights.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan
satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial
diantara mereka. Menurut Young dan W. Mack yang dikutip oleh
Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa interaksi sosial merupakan
kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan
mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial menurut Gillin
merupakan hubunganhubungan sosial yang dinamis yang menyangkut
hubungan antara orangorang-perorangan, antara kelompok-kelompok

manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.!

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai makhluk sosial
yang hidup bermasyarakat tidak bisa terlepas dari masalah hukum.
Hukum sangat dibutuhkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat
untuk mengatur dan menertibkan masyarakat itu sendiri. Menurut
Satjipto Raharjo, bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi

perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam

1 W. Mack dalam Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, Hlm.54.



masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum

menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu :2

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan

maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang

2. Penyelesaian sengketa-sengketa.

3. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal

terjadi perubahan-perubahan sosial.

Hukum itu sendiri adalah merupakan peraturan yang berupa
suatu norm sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah
laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya
kekacauan. Menurut Achmad Ali memberikan pengertian hukum
adalah : “Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu
sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.
Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari
salah satu sumber yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi
dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh
warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya.

Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan

2 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang
Baik, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, Him.19.



bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya

eksternal.”s

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik dalam
bidang pertanahan. Untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan
hukum itu, maka diperlukan adanya seorang pejabat yang diberikan
kewenangan oleh hukum untuk mengalihkan, memindahkan dan
membebankan hak atas tanah. Pejabat yang diberikan wewenang itu,
yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PPAT),
Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda
tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti
kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada
cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat

melindunginya di hari-hari yang akan datang.*

Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan
jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum
kepada masyarakat guna memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum dalam bidang Hukum Pertanahan. Pengertian

Pejabat Pembuatan Pembuat Akta Tanah PPAT tersebut di atas

8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008 Hlm. 11.
4 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, Jakarta, 2000 Hlm.162.



menunjuk bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah PPAT merupakan
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tertentu
yang berkaitan dengan tanah. Dari Peraturan perundang-undangan
tersebut di atas tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan
pejabat umum. Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat
umum yang di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi kewenangan
untuk membuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat Pembuatan Akta
Tanah dapat diangkat oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional
Republik Indonesia setelah memenuhi yang ditetapkan oleh

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.5

PPAT sebagai pejabat umum dirumuskan dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan
bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu,
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Di
era yang dewasa ini transaksi yang dilakukan oleh masyarakat

modern, dapat dilakukan oleh para pihak dengan dituangkan dalam

5 Susanto Urip, Pejabat Pembuatan Akta Tanah Perspektif Regulasi Wewenang
Dan Sifat, Jakarta : Kencana, 2016. Hlm 61.



bentuk akta di bawah tangan atau dapat pula dituangkan dalam akta
otentik.Jika transaksi jual beli dibuat dalam bentuk akta otentik, maka
dinamakan dengan akta jual beli. Akta jual beli merupakan akta yang
di dalamnya memuat klausula yang berkaitan dengan jual dan beli,
khususnya jual beli yang berkaitan dengan hak atas tanah dan/atau
hak milik atas satuan rumah susun. Dalam hal ini PPAT juga harus
cakap dalam menguasai hukum agrarian sebagai dasar dalam

pengetahuan membuat akta di bidang pertanahan.®

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 PP No. 24 Tahun
2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa
PPAT memiliki tugas, pokok dan fungsi yaitu dengan membuat akta-
akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan
dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :?

1. Jual beli.
2. Tukar menukar.
3. Hibah.

6 Anak Agung Bagus Juniarta, Tanggung Jawab PPAT Terkait Dengan Akta Jual
Beli Tanah, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06. No. 2 Agustus 2021. Hlm.
342.

? Ruslan Alamsyah, Kajian Yuridis terhadap Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Erlangga, Jakarta, 2011,
Hlm. 168.



4. Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng).
5. Pembagian harta bersama.

6. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak

milik.
1. Pemberian hak tanggungan.
8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Sebagai pejabat yang melaksanakan tugas di bidang
pendaftaran tanah maka jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan suatu

wilayah pendaftaran tanah tertentu yang menjadi daerah kerjanya.

Dari kelima peraturan Perundang-undangan vyang
memberikan pengertian Pejabat Pembuatan Akta Tanah PPAT
terdapat kesamaan yaitu Pejabat Pembuatan Akta Tanah PPAT sebagai
pejabat umum dan diberikan kewenangan untuk membuat akta yang
diberkatan dengan tanah yang dimana menurut Undang-Undang No.
4 Tahun 1996, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah
diperinci secara tegas, yaitu akta pemindahan hak, akta pembebanan
Hak Tanggungan, dan akta kuasa membebankan Hak Tanggungan
Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan
diaturan No. 24 Tahun 1997, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah tidak dirinci secara tegas, hanya disebutkan akta-akta
tanah tertentu serta dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998
dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No. Tahun 2006, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah



(PPAT) adalah akta autentik dan akta dibuat untuk perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah

susun.8

Berkenaan dengan PPAT, ketentuan mengenai pendaftaran
tanah pada awal mulanya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961, dalam ketentuan ini tidak menyebutkan PPAT
melainkan hanya menyebutkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, terdapat pengaturan yang lebih jelas
mengenai keberadaan PPAT sebagai pejabat umum. Dengan
pengertian PPAT sebagai pejabat umum, maka disamping notaris,
terdapat PPAT sebagai pejabat umum lain yang mengambil sebagian
fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

di bidang pertanahan.®

Terkait dengan kewenangan PPAT dalam membuat akta
otentik, maka setiap akta yang dibuat harus dibacakan dihadapan

para pihak untuk menjelaskan isi serta maksud yang terkandung di

8 Baharudin, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Jual Beli
Tanah, Bandar Lampung, Vol : 03 Nomor : 3 Januari 2020, Hlm. 4.

® Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961, LN No.28 Tahun 1961, TLN No. 2171, Hlm. 19.



dalam akta dan prosedur pendaftaran pertanahan yang berlaku. Hal

tersebut dijelaskan sebagai berikut :1°

“Pasal 22 ayat (1) PPAT No. 24 Tahun 2016 menyebutkan bahwa akta
PPAT harus dibacakan/ dijelaskan isinya kepada para pihak dengan
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum
ditanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan
PPAT”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, Apabila PPAT tidak
membacakan akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi dapat terjadi
suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan, karena
setelah dibacakan akta tersebut harus ditanda tangani oleh para
pihak. Namun pada kenyataannya masih ditemui adanya sengketa
terkait dengan jual beli tanah di dalam masyarakat, seperti hal nya
dalam putusan perkara No.16/Pdt.G/2015/ PN.Krg, di dalam putusan
tersebut menyatakan PPAT tidak membacakan akta jual beli tanah
dihadapan para penghadap maka PPAT dapat dituntut dikarenakan
tidak mengetahui adanya pemindahan hak tanpa adanya
sepengetahuan dari pihak pembeli sehingga PPAT tersebut

dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum yang merupakan terjemahan
dari onrechtmatigedaad, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) Buku III

10 Sri Purwoto, Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak
Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT, Jurnal Repertorium, Vol : 3, Nomor : 2,
2016. Him . 131.



pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi
Undang-Undang. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum
merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena
akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan
orang lain, akan menimbulkan perikatan yaitu munculnya hak dan

kewajiban bagi para pihak.!!

Akibat ketidak tahuan pihak penjual mengenai
pemindahan hak atas tanah miliknya yang dijual kepada pihak
pembeli, dan hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PPAT
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Dalam penelitian ini akan membahas tentang penyalahgunaan
wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT, karena PPAT
tersebut tidak membacakan akta jual beli tersebut dihadapan para
pihak, padahal akta jual beli tersebut harus dibacakan kepada
dan/atau di hadapan para pihak, karena apabila akta jual beli tidak
dibacakan di hadapan para pihak dikhawatirkan akan timbulnya suatu

sengketa seperti yang terjadi pada perkara yang penulis bahas ini.

11Bing Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cakrawala Hukum, Volume 24 Issue
1, Maret 2022 , hlm.15.
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Kehilafan atau kekeliruan administratif yang dilakukan
oleh PPAT dalam membuat akta ini biasa disebut dengan mal
administrasi dan dipertegas juga dalam “Pasal 22 ayat (1) PPAT No. 24
Tahun 2016 menyebutkan bahwa akta PPAT harus dibacakan/
dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditanda tangani seketika itu
juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”. Artinya dalam hal
penyimpangan tersebut PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat

dimintai pertanggung jawabannya secara Administratif.!2

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tesis diatas
berjudul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH DALAM MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS

TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No.16/Pdt.G/2015/ PN.Krg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam Thesis adalah :
1. Bagaimana akibat hukum akta PPAT yang tidak dibacakan

oleh PPAT dihadapan para penghadap ?

12 Kadek Cahaya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dalam Persfektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal
Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli 2019. Hlm. 131
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2. Bagaimana Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang tidak
dibacakan dihadapan para pihak berdasarkan Putusan

No.16/Pdt.G/2015/PN.Kxrg ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar
mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah
dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang

ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum akta PPAT yang tidak
dibacakan oleh PPAT dihadapan para penghadap.
2. Untuk menganalisis tanggung Jawab PPAT terhadap Akta
yang tidak dibacakan dihadapan para pihak berdasarkan
Putusan No.16/Pdt.G/2015/PN.Krg
2. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang
diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya
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dan ilmu hukum dibidang kenotariatan terkait dengan
pertanahan pada khususnya profesi PPAT dalam membuat
akta di bidang pertanahan.
Manfaat Praktis
Manfaat praktisi dalam Penelitian ini dapat
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para
praktisi yaitu :
a) Pejabat Pembuat Akta Tanah
Agar Pejabat Pembuat Akta Tanah mengetahui
ketentuan - ketentuan apa saja yang harus dituangkan
dalam melaksanakan jabatan nya sehingga PPAT pun
tahu bahwa pentingnya membacakan akta yang
dibuatnya demi melindungi dan menjamin kepastian
hukum.
b) Badan Pertanahan Nasional
Agar Badan Pertanahan Nasional dapat membantu
melakukan pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh
PPATdalam melaksanakan jabatan nya diwilayah
manapun.
c¢) Masyarakat yang berkepentingan
Agar masyarakat mengetahui pentingnya peran dalam
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta

autentik dan mengetahui bahwa dihadapan para
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penghadap PPAT menjalankan wewenang sesuai

dengan PPAT yang berlaku.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.!3
Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat
diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan
Apllied Theory. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Grand Theory
1.1 Teori Kepastian Hukum

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-
teori (middle range theory dan aplied theory) yang akan digunakan
dalam penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori
ini menjelaskan apa inti dari suatu jabatan yang berkaitan dengan
notaris. Menurut Habib Adjie, Pejabat Pembuat Akta Tanah
merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik
yaitu sebagai Jabatan, ,Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu
maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Karena meskipun

kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-

53.

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986, Hlm.
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undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat
menampung isi dan maksud kaidah hukumnya. Hukum dituntut
untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak
boleh berubah-ubah. Di suatu undang-undang yang telah
ditetapkan dan diberlakukan akan mengikat bagi setiap subjek
hukum vyaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan
sifatnya akan tetap sampai undang-undang tersebut ditarik lagi

dan tidak diberlakukan lagi.

2. Midddle Rage Theory
2.1 Teori Wewenang

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur
dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang
bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa
diperoleh secaraa tribut, delegasi atau mandat.!* Wewenang
secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada
suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan
pemindahan pengalihan wewenang yang ada berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan

Hlm.77.

14 Habib Adjie, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bandung: Refika Aditama, 2008,
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wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan
wewenang, tapi karena yang berkopenten berhalangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
PPAT ternyata PPAT sebagai Pejabat Umum, memperoleh
wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan
dan diberikan oleh PPAT itu sendiri. Dengan demikian yang
diperoleh PPAT bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Badan
Pertanahan Nasional. PPAT diharapkan memiliki posisi netral,
sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan
negara tersebut maka PPAT tidak lagi dapat dianggap netral.
Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk
memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum
yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.
3. Applied Theory
3.1 Teori Jabatan

Applied Theory (teori aplikasi) merupakan pembahasan
bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk
menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas
hukum (recht beginzel) adalah dasar dari peraturan-peraturan
hukum vyang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa

peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu
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bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.!® Pada
penelitian ini Applied Theory yang akan digunakan berupa Teori
Jabatan. artinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris,
artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang
yang mengatur Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia,
sehingga segala hal yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Indonesia harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.
Menempatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai
jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang
sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu
(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai
suatu lingkungan pekerjaan tetap.!® Pengertian diatas apabila
dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengertian
PPAT adalah “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu

15 Utrecht dan Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari [Imu Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2008. Hlm. 153.
16 Ibid, Hlm. 32-34.
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mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun.”!?

E. Kerangka Konseptual

Penjelasan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Kerangka Lkonsep
merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-
konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan
merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan
suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan
fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai
hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini

penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu: 18

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Berdasarkan PPAT

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan

17 Sutrisno, Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris, Magister Kenotariatan USU, 2007, Hlm.
9-10.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011, Hlm. 177.
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Atas PPAT Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah profesi hukum
untuk mencapai tujuan atau kepentingan bagi individu-
individu di masyarakat. PPAT dalam melaksanakan sebagian
kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai
hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang
akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah sebagai
berikut: 19

a. Jual beli;

b. Tukar menukar;

c. Hibah;

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. Pembagian hak bersama;

19 Kadek Cahaya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal
Crepide, Vol : 01 Nomor : 01, Juli 2019.
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f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah
Hak Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;
h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan
Profesi PPAT harus dengan baik terkhsusus Berdasarkan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PPAT Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam hal “Bahwa Akta PPAT Harus Dibacakan/Dijelaskan
Isinya Kepada Para Pihak Dengan Dihadiri Oleh Sekurang-
Kurangnya 2 (Dua) Orang Saksi Sebelum Ditandatangani

Seketika Itu Juga Oleh Para Pihak, Saksi-Saksi dan PPAT”.

. Pembacaan Akta Yang Dibuat Oleh PPAT

Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
“Bahwa Akta PPAT Harus Dibacakan/Dijelaskan Isinya Kepada
Para Pihak Dengan Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya 2 (Dua)
Orang Saksi Sebelum Ditandatangani Seketika Itu Juga Oleh

Para Pihak, Saksi-Saksi dan PPAT”.
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F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh
manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan
pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan
menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia yang
untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu
karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode
yang tepat pula, yakni suatu metode yang sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan
penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut
Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum
adalah : “Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam  terhadap fakta tersebut untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul

dalam gejala yang bersangkutan.”?20

20 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004, Hlm. 134.
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1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum
normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-asas
hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang telah
sinkronisasi baik secara vertikal dan maupun secara horizontal,
yaitu perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang
yang sama?!, Menurut Achmad Ali, penelitian hukum ini
memifokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai
suatu system yang tuh yang mencakan asas hukum , norma hukum,
dan aturan aturan hukum.?? Pendekatan ini memiliki karakteristik
yang bersifat prespektif yang memberikan penilaian tentang

sesuatu benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai.23

Dalam permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini.
Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya
dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-

buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan,

2l Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm 19.

22 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofi dan
Sosioloogis, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 7.

23 [rwansyah, Ahsan Yunus, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik
Penulisan), Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 23
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keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan

pendapat para sarjana hukum terkemuka.?*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (statute aphroach) yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari
semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan
isu hukum yang diteliti. Karena yang akan diteliti adalah berbagai
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu
penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang
mempunyai sifat-sifat comprehesive yang artinya norma-norma
hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain
secara logis, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup
mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga
tidak akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematik bahwa
disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma

hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.25

2¢ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group,
2005, Hlm. 25.

25 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang:
Bayumedia Publishing, 2010, Hlm. 11.
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3. Bahan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan
penulis, maka sumber bahan penelitian yang digunakan adalah
bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Kegunaan
Bahan Penelitian adalah memberikan kepada peneliti semacam
petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum
sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam
menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan

dan atau memberikan pendapat hukum.?26

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian

kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:??

1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah
yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau
fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan,

yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD
1945;

b. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata

Hlm. 6.

26 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat lImu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 2015,

2T Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 23.
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c. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi
penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain
berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang
diperoleh dari literature hukum antara lain: Buku, Jurnal,

Majalah, Internet, Tesis.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu
memahami istilah yang digunakan dalam penelitian
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini
menggunakan teknik data Library Research yang berarti
menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut
bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan

pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
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masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah semua
publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak

resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:28

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau
beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis,
dan disertasi hukum.;

b. Kamus-kamus hukum;

C. Jurnal-jurnal hukum.

5. Teknis Analisis Bahan Penelitian

Analisis terhadap bahan-bahan penelitian yang diteliti
dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara
verbal isu hukum yang terkait dan relavan secara logis. Untuk
melakukan analisis tersebut dilakukan penafsiran sistematis, yaitu
mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori
atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya,
sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud
penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula Penafsiran
otentik, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh Undang-

Undang.2

28 Ibid.
2 Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988, Hlm 35.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis
yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka
pemikiran.’® Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah
dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana
sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian
ini sehingga menjadi jelas. Adapun penulisan ini menarik
kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan
kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang

bersifat khusus. Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu: 3!

a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali
dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti
oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian
ditariklah kesimpulan dari kedua hal tersebut.

b. Sebab-akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali
dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat
untuk memperkuat pernyataan.

C. Akibat-sebab,yaitu penarikan kesimpulan yang
diawali dengan akibat yang kemudian diikuti oleh

sebabnya.

30 Ibid. Hlm. 177.
31 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, Bandung: Mandar
Maju, 2008, Hlm. 35.
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